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. SURAT KEPUTUSA}I DEWAN KOiTISARIS
pr BANK TABUNGAN TEGARA (pERsrnofiax

NOMOR :02 /DEKOIi|.BTI{/XU2019

TENTANG
PEMBAHARUAN PIAGAM KOIIITE PEI/IAilTAU RISIKOpr BAirK TABU.{cAr,r NEGARA (pERsenoi ibi'-

Menimbang: 1' bahwa sebag-ai bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris daram
meraksanakan pengawasan sebagaimana t6i* iii.t p*.. .i.t iJd[iJi #hh
merakukan pemantauan evaruasi-peraksanaan kebijaian p..rnt r" iir-ito ii: pr
Bank Tabungan Negara (persero) ibk:2 bahwa untuk maksud teriebut peilu dibentuk suatu Komite pemantau 

Risiko sebagai.rgan Bank yang bertugas membantu oan oertanglun! ;i_Iu'liirffi"r"JrioDewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya,3 bahwa daram 
.menjarankan iugas merionit6r peraksanaan kebijakan pemanrau

Risiko, dipertukan 

-pedoman 
ying mengatur struktur keanggoid;;, p;fi;;;im

keanggotaan,. masa tugas, tugis, tanggu-ngjawab, *.*rnung""drn p"r.'p."l,,,.r.r,
karena itu perru disusun suatu piag;-m iing senantiasa 

-oapat 'oievaiuasi 
oan

disempurnakan;

4 bahwa untuk maksud tersebut perru dituangkan daram suatu surat Keoutusan
Dewan Komisads pT Bank Tabungan Negaraleersero;, i

Itlengingat: 1. Undang-Undang Repubrik rndonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggar 25 Maret 1992
lentang perbankan- sebagaimana tetah diubah oengan undintlundlrfi ;rri,if
lndonesia Nomor 10 Tahun 199g tanggal 10 Novembir 1998.

2. Undang-Undang Repubrik rndonesii-Nomor g ranun r-gs! tentang pasar Modar
tanggal 

.10 
November 1995.

3. Undang'Undang Repubrik rndonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggar 1g Juni 2003

. lgntang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-undang Repubrik Indonesia Nomor40 Tahun 2007 tanggar 16 Agustus 2007

tentang perseroan Terbatas;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Mirik Negara Repubrik rndonesia Nomor

'ER-01/MBU/201i_tanggar 
01 Agusrus 201'r tri,r..g i;^ri.ffi il;'i;i;i.perusahaan yang Baik (Good Corporate Govemancef pada giOan Usaha Milik

Negara sebagaimana terah diubah dengan peraturan fi,'bnteri Negara aadan us;a
- Mirik Negara Repubrik rndonesia NomoipeR-og/Maurz0rz tang!"ar 6 Jui-i6itii-6. peraturan Menteri Negara Badan usaha Mirik Negara ruoror"Fin- DtNiilzorz

tentang organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan pengawas gaoan usatri Miiik
Negara.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/P0JK.04/20.14 tanggal I Desember
2014 tentang Direksidan Dewan Komisans Emiten atau pe rusahaan Publik.

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor'18/P0JK.03/201 6
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03 t2016 tanggal 7 Desember
2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

10, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK .03120j6 tanggal 1

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Paraf,

Septe mber 2016 tentang

Halaman 1 dad 14

tanggal 16 Maret 2016
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11. Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/sEOJK.03/2017 tanggar 17 Maret

.^ 2017 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
Iz. Anggaran Dasar pT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk sebagaimana diubah

terakhir dengan^Akta pernyataan Kepuiusan' nrput Uru* irirf*;;riJm
Tahunan Nomor 66 tanggal23 Maret 201g.

13. surat Keputus€n Dewan komisaris Nomor 01/DEKoM-BTN/2017 tanggar 10 Agustus

. . 2017 tentang pedoman 
dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

14. Surat Keputusan Bersama Dewan xomisariioin Direksi pT. Bank rabunoan Neoara
(persero) Tbk, lromor 0?DEKoM-BTNlzor z - ruomoituoRiir,ilzoii'tl'.d,? ia
November 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan oirerrsi.*- 

-
'r5. peraturanDireksi No.oalpolitcolzoistanjlar ar r,,r.rrrioic-t.t ng'Fengnasiran

Organ pendukung Dewan Komisaris, Direksr:-pT. eank fabungan Negl" 6,;;#j,

Memperhatikan: Keputusan rapat Dewan lgri.lrl tanggar 19 November 2019 tentang Reviewpiagam Komite pemantau 
Risiko pT Bani'iabungan Negara (perse.l *r] 

* ""

ltrlemutuskan:

Bankd BTN
Sahabat K.tuaEa tndon€sta

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan

Pada Tanggal

: di Jakarta

: 19 November 2019

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PEMBAHARUAN PIAGAM
KOMITE PEMANTAU RISIKO

Piagam Komite pemantau Risiko diatur sebagaimana terlampir pada Keputusan
Dewan Komisaris ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan didaramnya akan diadakan perbaikan
seperlunya.

TABUNGAN NEGARA (PERSERO ), TbT

Arie Coerniadi
Komisaris Utama Komisaris lndependen / Ketua Komite

Paraf: Halaman 2 dai 14
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Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris
l,lomor : 02 /KOM-BTN/XU2019, Tanggal 19 November 2019

PIAGAM KOMITE PEiIANTAU RISIKO
PT BAi,tK TABUI{GAN NEGARA (PERSERO), TBK

BAGIAN I

KETENTUAN UMUM, TUJUAN PEMBENTUKAN

PIAGAM KOMITE

Pasal 1

KETENTUAI.I UIiUil

Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan:

1 . BanUPerceroan adalah pT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.;

2 Badan usaha Mirik Negara, yang seranjutnya disebut BUMN adarah Badan Usaha yang seruruh atau
sebagian besar modarnya dimiriki oreh Negara merarui penyertaan secara rangsung yang berasar dari
kekayaan Negara yang dipisahkan;

3 Perusahaan Perseroan, yang seranjutnya disebur persero adarah BUMN yang terbentuk perseroan

Terbatas yang modarnya rerbagidaram saham yang seruruhnya atau paring sedikit 51% (rima puruh satu
percen) sahamnya dimiriki oreh Negara Repubrik rndonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;

4 Rapat Umum Pemegang saham, yang seranjutnya disebut RUps adarah organ persero yang

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris daram baras yang

ditentukan daram undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar perseroan;

5 Dewan Komisaris adarah organ Bank yang bertugas merakukan pengawasan secara umum dan/arau

khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Bank.

6. Komisaris lndependen adarah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiriki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemirikan saham dan/atau hubungan keruarga dengan anggota Dewan Komisaris

lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendari atau hubungan dengan Bank, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya berlindak independent;

7. Komisaris adarah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris rndependen.

8. Direksi adalah organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan

dan tujuan Bank serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

f

Anggaran Dasar.

Halaman 3 dari 14Paraf:
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9 organ Pendukung Dewan Komisaris adarah pemngkat atau organ yang dibentuk oreh Dewan
Komisaris untuk rnembantu tugas kerancaran pengawasan yang dirakukan oreh Dewan Komisaris, yang
terdiri dari sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite pemantau 

Risiko dan Komite remunerasi
dan Nominasi; atau Komite lainnya apabila diperlukan.

10' sekretaris Dewan Komisaris adarah satuan fungsiyang dibenfuk oreh Dewan Komisaris yang dipimpin
oleh seorang sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu staf sekretaris Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya.

'll Komite Pemantau Risiko adarah Komite yang dibentuk oreh dan bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian
antara kebUakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta
mengevaruasi peraksanaan tugas Komite manajemen Risiko dan satuan Kerja Manajemen Risiko;

12' Dewan Pengawas syariah yang solanjutnya dbingkat Dps adalah Dewan yang bertugas membefikan
nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit usaha Syariah (UUS) agar sesuai
dengan prinsip Syariah;

13 Pihak lndependen adarah pihak di ruar Bank yang tidak memiriki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemirikan saham dan/atau hubungan keruarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang
saham pengendari atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak
independent

14 Tata Kerora perusahaan adarah suatu tata kerora perusahaan dengan mendasarkan adanya
keseimbangan kewenangan sehingga tidak dapat terjadi adanya penyarahgunaan wewenang serta
adanya check and Barance daram operasionar perseroan dengan menenapkan prinsipprinsip
keterbukaan (transparency), akuntabiritas (accountabirity), pertanggungjawaba n (responsibirity),
independensi (rhdepe ndency) dankewajaran (farmess);

15 Etika adarah sekumpuran norma atau nirai yang tidak terturis yang diyakini oreh suatu kerompok
masyarakat sebagai suafu standar priraku kerompok te*ebut berrandaskan peraturan perundang_
undangan dan etika usaha;

16 Benturan Kepentingan adarah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis perseroan dengan
kepentingan Ekonomis pribadi pemirik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, pejabat Eksekutir
Pegawai dan/atau pihak terafiliasi dengan pemeroan.

Paraf:
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Pasal 2

PENGERTIAN, IiIAKSUD DAN TUJUAN PEMBEilTUKAiI
PAGAM KOMITE PEMAI.ITAU RISIKO

l. Pengertian Piagam Komite pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko adarah pedoman kerja yang memuat seprerangkat hak, kewajiban dan
tata kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Komite pemantau Risiko dalam rangka

membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Maksud Piagam Komite pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dimaksudkan sebagai pedoman keria Komite untuk menjalankan

tugasnya membantu Dewan Komisaris.

3. Tujuan Piagam Komite pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dibuat dengan tujuan agar Komite dapat bekeria dengan lebrh

optimal sehingga penerapan pengendarian risiko (nsk manage ment), pnerapan prinsip kehati-hatian

(prudential banking) dan Tata Kerora perusahaan (good cotponte govemance) menjadirebih baik.

BAGAN II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOtiltTE

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KoIiIITE

1. Komite bekerja secara korektif daram rneraksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris,

2. Komite bersifal mandiri baik daram peraksanaan tugasnya maupun daram peraporan, dan berhnggung
jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

3. Dalam menjarankan fungsinya, Komite merakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara rain

sebagai berikut :

a Mengumpulkan data dan informasi serta mengevaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank yang

sekurang-kurangnya terdiri darir :

1) Risiko Kredit

2) Risiko Pasar

3) Risiko Likutditas

4) Risiko Operasional

5) Risiko Hukum

Paraf

I otorihs Jasa K€uangan NomollgipOJK.O3/2016 tanggal i6 Marot2016 tentang

Halaman 5 dari 14
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6) Risiko Reputasi

7) Risiko Strateiik

8) Risiko Kepatuhan

b' Melakukan evaruasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut2;

c Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukunan, pemantauan, pengendarian dan sistem
informasi manajemen risiko;

d. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank;

e. Melaporkan kepada Dewan Komisaris daram har kemungkinan terjadinya risiko Bank serta
mengusulkan allernatif penyelesaian;

t Komite dapat merakukan kegiatan pemantauan risiko di unit kerja yang erat kaitannya dengan
pengambiran keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko.

g Mengundang manajemen dan pihak intem rainnya untukhadirdaram rapat Komite sepanjang dianggap
penting dan diperlukan;

h Merakukan tugas rainnya dari Dewan Komisaris sesuaidengan bidang fugas manajemen risiko.
Melakukan revieMevaruasi atas har-har yang memerrukan pe*elujuan, konsurtasi maupun pengambiran

kepufusan oleh Dewan Komisaris sesuaidengan Anggann Dasar, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris
dan Direksi serta ketentuan regulator;

Menyusun Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite dan merakukan review sesuai kebufuhan paring kurang
2 (dua) tahun sekati;

Melakukan tugas rainnya dari Dewan Komisaris sesuaidengan bidang tugas manaiemen risiko;

Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris.

Pasalrl

LAPORAiI KEGIATAN

l Komite wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite pemantau 
Risiko.3

2' Komite membuat Laporan triwuranan dan raporan tahunan kepada Dewan Komisaris.a

3 Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) ditandatanganioreh Ketua dan anggota
Komite.s

? Peralurai.Otorilas Jass KeuarEan Nomor 18/pOJK.03p016 tanggal Ipasal / ayat a
!5 Poraturan Menteri Nomor pER-10/MBUn012 

tarcgal 24 Juli 2014 lenla

4

5

6

7

6 Ma€t 2016 lentang penerapat 
Manaiem€n Risiko bagi Bank Umum

ng OOan Pendukung Delvan Komisaris/Dewan pengawas 
Badan Usaha

Paraf:
Hslaman 6 dari 14
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Mjlik Negara pasat3S ayal j, 2 dan 3

Pasal 5

WEWENANG KOIIITE

Komite memiliki kewenangan dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk:

1. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:

a. Pihak Bank BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau

b. Pihak berkepentingan lainnya.

2 Mendapaftan masukan dan atau saran daripihak ruar Bank BTN yang berkaitan dengan tugasnya.

3 Melakukan komunikasi secara rangsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite.
4' Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Komite dapat bekeiasama dengan Komite Manajemen Risiko,

Satuan Kerja Manajemen Risiko serta unit-unit kerja Bank yang relevan.

BAGIAN III

RUA}IG LIiIGKUP DAN IIEKANISiIE KERJA, AKSES INFORiIASI,
KOMPOSISI DAI{ PERSYARATA}I AIIGGOTA

Pasal 6

RUAI{G LINGKUP TUGAS DAN MEKANISME KERJA

1. Ruang Lingkup Tugas Komite adalah :

a' Berkomunikasi dengan unit kerja rainnya unfuk memperoreh informasi, kraririkasi dan memperoreh
dokumen/laporan yang diperlukan.

b, Berkoordinasi dengan Komite Audit dan komite rain di bawah Dewan Komisaris

2. Mekanisme Xerja Komito adalah:

Anggota Komite wajib menyedrakan waktu yang cukup untuk meraksanakan tugas dan tanggung

Paraf

a

Halaman 7 dari 14

4 Komite Pemantau Risiko harus membuat raporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang
diberikan dan atau untuk setiap masarah-masarah yang diidentifikasi memerrukan perhatian Dewan
Komisaris.

5, Pelaponan bersiht terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris.

Dalam meraksanakan lrewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite mempunyai hubungan kerja
sebagai berikut :
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6 Peraluran Menteri Negara BadanUsaha Mitik Negara Nomor PER- 12r\48up012 tentang Organ pendukung 
Dewan Komisaris/Da{an pengarras

Paraf

Badan usaha Milik Neg

Halaman 8 dari 14

Pasal 7

"un"*,^u,-*uffi
jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.

b. Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawabnya
c Anggota Komite waiib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang

berlaku di Bank.

d. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan infurmasi Bank.

e Anggota Komite harus obyektif, jujur dan transparan daram meraksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.

f setiap anggota Komite dilarang mengambil keunlungan pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung dari kegiatan Bank serain penghasiran yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian
terhadap Bank.

g. Daram har terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Komite maka anggota Komite
dilarang mengambir tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan
wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud daram setiap keputusan. pengungkapan

benturan kepentingan dituangkan daram risarah rapat yang paring kurang mencakup nama pihak yang
memiriki benturan kepentingan, masarah pokok benturan kepenlingan dan dasar pertimbangan

pengambilan keputusan.

3. llasa Tugas

a Masa Tugas anggota Komite yang berasaldari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari
pada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembari hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

b Masa Tugas anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan lidak
mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan

sewahu-waktu.6

c Apabila anggota Dekom yang menjadi Ketua Komite berhenti seberum masa tugasnya sebagai
Komisaris rndependen, maka Ketua Komite digantikan oreh Komisaris rndependen rainnya.

AKSES DAI{ KERAHASIA.AN INFORMASI

Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seruruh dokumen, data, informasi dan segara sesuatu yang
berfiubungan dengan peraksanaan tugas Komite baik dari pihak internar maupun eksternar dan hanya
digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.



Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara strukturar bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris.

2 Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oreh Dewan Komisaris.

3. KomposisiKeanggotaan

Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikitT:

a. 1 (satu) orang Komisaris lndependen;

b. 1 (satu) orang pihak lndependen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan

c l (satu)orang pihak rndependen yang memiriki keahrian di bidang manajemen risiko.

4 Ketua Komite pemantau Risiko dikefuai oreh seorang Komisaris rndependen merangkap sebagai
anggota.s

5 Komisaris lndependen dan Pihak lndependen yang menjadianggota Komite pematau Risiko paling sedikit
berjumrah 51% (rima puruh satu persen) darijumrah anggota Komite pemantau Risiko.s

6' Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagaiketua Komite paring banyak pada 1 (satu) komite
lainnya.

7. Pihak lndependen yang akan *njadi anggota Komite yang merupakan mantan anggota Direksi atau
mantan Peiabat Eksekutif Bank BTN atau pihak yang memiriki hubungan dengan Bank BTN yang dapat
mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjarani masa
tunggu (coollng o/7) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (cooling otrltersebut tidak
berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau mantan pejabat

Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank BTN.

;lrtfl[:lfti'* "" 
Keuangan Nomor 55rPoJK.o320l6 hngg€l 7 Desembor 2016 renrang pen8rapan 

Tara Ketora bagi Bank umum.
6 Peratu lanolodlas Jasa lGuangsn Nomo.55/PoJK 03/2016lsnggal 7 Desomber 2016 tentang peaerapan Tah Kolola bagi Bank umum,

llTlrt:lfr'n* '*t 
lGuangan Nomor 55/PoJKo32o16 tanggat 7 oesember 2016 lentang psnerapan Tala Kerota bagi Bank umum.
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KOMPOSISI DAN STRUKTUR

Bank1@^ B7N
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Pasal g

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Syarat-syarat Keanggotaan Komite adalah:

1, Memiliki integritas yang tinggi, akhrak dan morar yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman yang memadaisesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi

dengan baik.lo

2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami raporan keuangan, kegiatan usaha

Bank, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar Modar, perbankan dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank,

4 Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perafuran perundang-

undangan yang beriaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Tidak memilikisaham Bank BTN, baik langsung maupun tidak langsung.

6. Bukan merupakan anggota Direksi atau pegawai Bank BTN.

7. Tidak memiliki hubungan afiriasidengan Bank BTN, Komisaris dan Direksi Bank BTN.

8. Tidak memiliki hubungan usaha baik rangsung maupun tidak rangsung dengan Bank BTN.

9 Anggob Komite yang berasal dari Pihak lndependen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:

a, Anggota Dewan Komisaris/Dewan pengawas pada Badan usaha Milik Negara (BUMN)/perusahaan

lain;

b, Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)/Perusahaan tain;

c, Anggota komite lain pada perusahaan; dan / atau

d. Anggota Komite pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/perusahaan lain;

1 1. Anggota Komite memiliki komitmen waktu dan tenaga unfuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

il!:,1i':il$"^" "ta 
Keuangan Nomor SS/POJK 03i2o16 ranggalT Desember 2ol6lentang penerapan 

Tara Kelota bagi Bank umum

Paraf: s. Halaman 10 dari 14
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BAGIAN IV

RAPAT, PENGANGGARAN DAN PENGHASILA}.I AilGGOTA KOMITE

Pasal 10

RAPAT KOI,IITE

'1 Peraturan otoritias Jasa Keuangan Nomor 55/PoJK,032016 tanggalT Desember 2016 tentang penerapan Tata Kelola bagiBank umumpasal 50 ayat 2
12 PoJK No. 55/POJK.
13 POJK N0.55/POJK.

Paraf: 1

03t2016 tp Peaerapan Tata lclola bagi Bank Umum pasat 5r ayat (.t),
16 tentang Penerapan Tata Ketota bagi Bank Umum pasal-St {it 111,

Halaman ll da 14

_
&habal ftCuar[r lndonBia

1. Rapat Komite Pemantau Risiko mengadakan Rapat sekurang-kurangnya sama dengan kelentuan

minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditelapkan dalam Anggaran Dasar.

2. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh paling seclikit 51% (lima puluh satu

persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (safu) orang Komisaris lndependen dan 1 (satu) orang

Pihak lndependen.tt

3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri

rapat dengan menggunakan

a. Surat Kuasa;

b. Teknologitelekonferensi:

c. cara-cara lain yang diperbolehkan sesuaitata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

4, Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite

berhalangan hadir.

5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah muhkat. Dalam hal tidak terjadi

musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip.l

(safu) orang 1 (satu) suara (one man one vote). a

6. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite

yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat

mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan

pendapat (bila ada) dan keputusan rapat.

7. Perbedaan pendapat (dlssentrng opinion) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara

.ielas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaaan pendapat.13

8. Komite dapat mengadakan rapat atau perlemuan khusus bila diperlukan.

I Rapat Komite dapat mengundang Manajemen atau pihak Lain sebagai narasumber.
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10. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat

dilakukan, dan hasil'hasil rapat harus lercatat dalam risalah rapat, yang dokumen aslinya disimpan oleh

Komite serla salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat

dibagikan kepada undangan yang tidak hadirdalam rapat tersebut.

Pasal 11

ANGGARAN KEGIATAN

Pasal '12

PENGHASILAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

1 Penghasilan Anggota Komite pemantau Risiko ditetapkan oreh Dewan Komisaris dengan

memperhalikan kemampuan Bank.15

1'PeraturanDiroksiNo04/Po/HcD20'15tanggal3lMaret2015tentangPenghasitanorganpendukungoewanKomisaris,DireksipT,Bank

Tabungan N€gara (peEem), Tbk

'5 Peraluran oireksi No 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Marel2015 tontang Penghasilan organ pendukung Dewan Koflisaris, oireksi pT. BankTabungan Negara (Pelsero), Tbk pasat 
11

Paraf: I Halanan 12dai 14

I ' Setiap tahun, Komite mengajukan Rencana Anggaran yang antara lain meliputi anggaran untukfi:

a. Honorarium anggota Komite;

b. Tunjangan Hari Raya;

c. Biaya perjalanan dinas;

d. Biaya mengikuti pelatihan dan workshop (bila diperlukan);

e. Biaya adminisfasi dan umum (bila diperlukan);

f. Anggaran lnvestasi rutin untuk pengadaan sarana kerja (bila diperlukan);

g. Biaya tenaga penunjang profesional (bila diperlukan);

h. Biaya surveidalam rangka moniloring dan evaluasi (bila diperlukan);

Anggaran Komite diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

2. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris yang penggunaannya tidak

memerlukan persetujuan Direksi,

3. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk

oleh Direksi.
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2, Penghasilan anggota KomitePemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat I berupa honorarium

maksimal sebesar 20% (dua puruh persen) dari gaji DireKur utama Bank, dengan ketentuan pajak

ditanggung Bank dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. r6

3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan kepada Anggota Komite pemantau Risiko yang

telah memenuhi ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebesa|I
(satu) kali Honorarium. 17

4. Pajak atas Tunjangan Hari Raya pada ayat 3 pasal ini dilanggung Bank. ro

5. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diberikan

penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan

Komisaris.ts

BAGIAN V

PENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG

Pasal 13

PENDIDIKAN

Komite dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan / workshop dan pendidikan yang terkait

dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 14

TENAGA PENUNJAiIG

BAGIAN VI

EVALUASI DAN PENUTUP

Pasal 15

EVALUASI

1. Evaluasi terhadap kineria Komite dirakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metode yang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris.2o

2. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan lugas Komite dibebankan kepada Bank BTN.
rdle Poraluran D

Bank Tahrngan Negara (Pelsero), Tbk pasat 
1

ireki No. 04/PD/UCD/2015 tanggal 31 Marel20'15 tentang Penghasitan Oqan pendukung 
Dewan Komisaris. Direksi pT

m Peraturan Mented Nomor PER-1oiMBU/201 2 langgal24 Juli 20'14 tenlang Orgao pendukung Dewan Komisaris/D€wan pengawas 
Badan

Paraf ?

Usaha irilil Negara pasat4l

Halaman 13 dari 14

Komite atas ilin Dewan Komisaris dan atas beban Bank dapat mengundang pihak luar (profesional) atau

menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite,
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1. Piagam Komite ini tunduk kepada peraturan perundang_undangan yang berlaku.
2 Piagam Komite ini ditandatangani bersama oreh anggota Komite dan Dewan Komisaris
3' Agar para pejabat dan pegawai Bank dapat mengetahui, maka surat Keputusan Dewan Komisaris ini

didokumentasikan Direksi dan dimuat dalam Lembaran pengumuman 
Bank.

Ditetapkan : diJakarta

Komisaris Uhma

I

K TABUNGAil i{EGARA (PERSERO )Tbk.

Arie Coerniadi
Komisaris lndependen / Ketua Komite

Halanan 14 dart 14

Pasal 16

PENUTUP

Paral: 
1tL




